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ABSTRAK 
 

Korupsi sudah setua dengan keberadaan manusia, bahkan di Nusantara 
sejak zaman kerajaan sampai pada bagkrutya VOC korupsi terus dipraktekan. Di 
NKRI, Upaya melawan korupsi sudah sejak lama. Pada tahun 1950-an dan tahun 
1957 sudah menemukan rumusan dasar terhadap pencegahan korupsi, Moh.Hatta 
menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi Nasional harus berpegang kepada 
prinsip murah,baik,lancar dan cepat. Meningkatnya praktek korupsi dari zaman 
Orde Lama sampai pada Era- reformasi. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan 
untuk membentuk lembaga pencegahan dan penindakan terhadap korupsi.Tetapi 
Korupsi tetap dasyat dilakukan.Kondisi ini telah dialami oleh rakyat bertahun-
tahun di Negara RI. Berdasarkan kesepakatan bersama Presiden RI ,Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) RI, untuk membentuk sebuah lembaga independent  
yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kewenangan KPK diatur 
dalam UU No 30 Tahun 2002.Sejak terbentuknya KPK banyak pelaku tindak 
pidana korupsi (TIPIKOR) yang dipidanakan oleh KPK. 

Hal inilah yang mendasari penulis tertarik untuk meneliti tentang 
Perspektif KPK RI terhadap pendidikan Anti-Korupsi Dalam Pencegahan korupsi. 
Dengan mengambil rumusan masalah, Bagaimana perspektif Komisi 
Pemberantasan Korupsi terhadap pendidikan Anti-Korupsi dalam pencegahan 
korupsi di Negara RI?.Metode penelitian yang diguanakan deskriptif kualitatif, 
lokasi penelitian di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik 
Indonesia. Untuk kebutuhan pengumpulan data peneliti menggunakan metode 
Sumber Pustaka (library research),Wawacara, dokumentasi,dan observasi secara 
langsung di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.  

Tujuan pokok dari pendidikan anti-korupsi pada hakikatnya untuk 
membentuk “tameng” di dalam diri setiap kalangan dan golongan masyarakat 
Indonesia agar lebih memiliki dan menumbuhkembangkan kesadaran diri 
mengenai bahaya laten korupsi.Sasaran utama gagasan pendidikan anti-korupsi 
adalah menanamkan kesadaran bagi segenap masyarakat bangsa melalui dunia 
pendidikan baik pada sekolah-sekolah maupun kampus-kampus. Tujuan yang 
ingin dicapai adalah agar melalui dunia pendidikan yang merupakan wadah 
pembelajaran dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang menjunjung tinggi 
moralitas yang dapat ditunjukkan melalui sikap-sikap integritas. Melalui dunia 
pendidikan. Selain sebagai upaya penyadaran diri, pendidikan anti-korupsi juga 
sekaligus membentuk karaktek-karakter (character building) anak bangsa 
sehingga memiliki karakter anti-korupsi. Sebagai suatu gagasan yang bernilai 
guna khsusnya bagi masa depan bangsa, selayakanya pendidilan anti-korupsi 
mendapatkan tempat yang istimewa dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, 
sebagaimanapun luhurnya gagasan pendidikan anti-korupsi yang digagas 
Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  tersebut tidak serta menggapai 
tujuannya atau dapat dikatakan belum efektif.  

 
Kata Kunci :Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pendidikan 

Anti-Korupsi,Pencegahan Korupsi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Negara RI, upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak tahun 

1950-an. Di depan Musyawarah Nasional Pembangunan tanggal 25 November 

tahun 1957 di Jakarta, Moh. Hatta menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi 

nasional berpedoman kepada prinsip : murah, baik, lancar dan cepat, tidak ada 

yang lebih berbahaya dari pada birokrasi. Sebab itu pada pelaksanaan ekonomi 

terpimpin mestilah ada pembagian tanggungjawab dan pimpinan.Dalam 

pelaksanaannya, pemerintah mengadakan petunjuk dan peraturan, tetapi bebas 

dari perbuatan birokrasi.1 Bebas dari perbuatan birokrasi ialah tanpa adanya 

institutionalized corruption dalam tata-kelola perekonomian negara. 

Meningkatnya kritik terhadap praktek korupsi awal Orde Baru di Negara 

RI akhir tahun 1960-an, Pemerintah RI membentuk Komisi Empat tahun 1970 dan 

UU Tipikor tahun 1971.Namun, Komisi ini dan UU Tipikor belum efektif 

memberantas korupsi. Alasannya, menurut hasil riset peneliti IMF Vito Tanzi 

(1998) terhadap praktek korupsi jelang akhir abad 20 di berbagai negara, termasuk 

negara RI, misalnya, menemukan : “The behavior is often difficult to observe 

                                                 
1Hatta Mohammad (2002), Kumpulan Pidato II, Jakarta (diterbitkan oleh PT Toko Gunung Agung, 

Jakarta, 2002, ) hlm. 121 
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because acts of corruption do not typically take place in broad daylight.”2Atau 

perilaku dan tindakan pidana korupsi sering sulit diselidik dan disidik, karena 

tindakan korupsi tidak terjadi di siang bolong. 

Dengan persetujuan bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) dan Presiden RI memutuskan menetapkan Undang-undang 

(UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 30 Tahun 2002. 

Ada tiga konsiderans pokok dari UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu  (a)  pemberantasan tindak pidana 

korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga menghambat upaya 

mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. Karena korupsi telah merugikan negara, perekonomian negara dan 

menghambat pembangunan; (b) lembaga pemerintah yang menangani perkara 

tindak pidana korupsi belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas 

tindak pidana korupsi di Negara RI; (c) menurut Pasal 43 UU No. 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu 

dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan 

tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.3 

Fokus penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini ialah Perspektif 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pendidikan Anti-Korupsi 

                                                 
2 Tanzi, Vito, 1998, “Corruption and the Budget: Problems and Solutions,” dalam Economics of 

Corruption, dalam Arvind K. Jain ed., Boston, Massachusetts: Kluwer 
Academic Publishers), hlm. 111–128. 

3  Lihat “Menimbang”, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
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Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Negara RI. alasan pokok 

pentingnya melakukan penelitian tentang topik ini yaitu, Pasal 1 ayat (3)UU No. 

30 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah 

serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi 

melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”Pada tahun 2010, 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengajukan laporan dalam ikhtisar hasil 

pemeriksaan semester I Tahun 2010 kepada DPR RI.Isinya bahwa dugaan tindak 

pidana korupsi atau kasus-kasus lainnya telah menimbulkan kerugian negara dan 

kerugian daerah. Total temuan itu mencapai 10.113 kasus dengan potensi 

kerugian Rp 26,12 triliun.4 

Sedangkan rata-rata kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana 

korupsi di seluruh RI yang dirilis oleh BPK dan BPKP tahun 2004-2011 berkisar 

Rp 18.103.216.431,- per kasus. Angka tersebut diperoleh dari jumlah kerugian 

keuangan negara dalam Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman 

Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan kurun waktu tahun 2004-2011 yang 

ditangani BPKP sekitar Rp 54 triliun, dibagi dengan 2.987 laporan kasus korupsi 

yang dihitung kerugian negaranya.5Upaya memberantas korupsi yang paling 

murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif) seperti 

                                                 

4BPK Temukan 1.246 Kasus Kejahatan di Daerah” Vivanews, 13 Oktober 2010. Diambil pada 
tanggal 14 Juni 2016, dari, http://www.duniainvestasi.com/bei/news/view/46192 

5 Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni,(2016)“Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai 
Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan”, Integritas, 12 Volume 2 
Nomor 1 – Agustus 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2016, hlm. 
12. 
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pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak 

sejak dini.6Sejak penerapan UU No. 30Tahun 2002, biaya pencegahan korupsi 

lazimnya terdiri dari : (a) biaya sosialisasi risiko laten korupsi; (b) biaya reformasi 

birokrasi; dan (c) biaya kegiatan pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 

tahun. Biaya poin a dan b seringkali sulit dihitung, antara lain misalnya biaya poin 

a belum terhitung rinci di setiap kementerian dan lembaga pemerintah selama ini.7 

Biaya penindakan korupsi terdiri dari : (a) Biaya penanganan perkara 

mulai dari pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan oleh Kepolisian, Kejaksaan, 

KPK, PPATK, BPKP, dan lain-lain; (b) Biaya peradilan yang melibatkan panitera, 

jaksa, hakim, dan lain-lain; (c) Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam 

negeri; dan (d) Biaya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, biaya 

pengumpulan denda, dan lain-lain. Dalam penghitungan biaya sosial ini, anggaran 

kegiatan penindakan yang dimaksud adalah anggaran penindakan di 

KPK.8Meskipun tindakan preventif bukan menjadi fokus kerja aparat penegak 

hukum, namun tindakan pencegahan korupsi termasuk satu tugas dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Pencegahan yang di 

dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.9Maka biaya 

pencegahan tindak pidana korupsi ialah realisasi anggaran pencegahan pada 

                                                 
6 Santoso Djoko. (2011), “Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi” dalam Nanang T. 

Puspito, et. al, eds,Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta, 2011, hlm. iii. 

7Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni (2016), op. cit., hlm. 7. 
8Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni (2016), op. cit., hlm. 8. 
9 Marcella Elwina S. (2011)“Upaya Pemberantasan Korupsi”, dalam Nanang T. Puspito, et. al, 

eds,Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum 
Kepegawaian, Jakarta, 2011, hlm. 90. 



5 
 

KPK.Misalnya, tahun 2012 pegawai KPK di bidang pencegahan korupsi 

mencapai 37,9% total pegawai KPK. Sisanya bekerja di bidang penindakan 

terhadap korupsi sebesar 62,1%. Maka total biaya pencegahan per tahun dari 

KPKadalah sebesar Rp 112.002.422.958, merupakan 37,9% dari rata-rata total 

biaya operasional KPK per tahunnya yang sekitar 275 miliar.10 

Pada tahun 2009 Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan program 

Training of Trainer (TOT) dengan beberapa pendidikan tinggi. Tujuan 

Pemberantasan korupsi memiliki 3 (tiga) aspek yang meliputi pencegahan, 

penindakan dan peran serta masyarakat. Pencegahan korupsi merupakan salah 

satu tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diantaranya dapat 

dilakukan melalui pendidikan anti korupsi baik secara formal maupun non formal. 

Fungsional Pendidikan KPK"Mencegah Generasi bangsa Dari Perilaku Korupsi". 

Program ini bertujuan agar para mahasiswa memiliki komitmen anti 

korupsi yang kemudian akan menjadi agent of change dalam pemberantasannya. 

Berbagai kegiatan yang terangkum dalam program edukasi  Pendidikan anti 

korupsi ini berupaya untuk mengubah mindset, kebiasaan dan perilaku korupsi 

dengan melibatkan satu angkatan generasi baru.Keterlibatan pendidikan formal 

dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki 

kedudukan strategis-antisipatif. 

Pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan 

dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia 

melalui pendidikan. Semangat anti-korupsi yang patut menjadi kajian adalah 

                                                 
10Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni (2016), op. cit., hlm. 9. 
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Hasil riset Rimawan Pradiptyo dengan judul Do Corruption Pay? If So 

whom Benefited the Most (2016) yang diterbitkan dalam Social Science Research 

Network menyatakan bahwa nilai kerugian negara dari 1.365 kasus korupsi yang 

telah berkekuatan hukum tetap (inkraach) tahun 2001 - 2012 mencapai Rp 168,19 

triliun. Hanya sekitar Rp 15,09 triliun atau 8,97% dari dana ini dapat 

dikembalikan kepada Negara RI. Di sisi lain, jumlah kasus korupsi yang ditangani 

oleh Kejaksaan dan Kepolisian RI juga meningkat dari 1.257 kasus pada tahun 

2011 menjadi 2.270 kasus pada trahun 2014 atau meningkat 80,6% selama kurun 

waktu tiga tahun. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2015 

menyebutkanbahwa 4.609 kasus korupsi berpotensi merugikan negara Rp 21,62 

triliun.12 

Lembaga Transparency International (TI) merilis data indeks persepsi 

korupsi (Corruption Perception Index) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, 

ada 168 negara yang diamati  lembaga tersebut dengan ketentuan semakin besar 

skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Skor 

maksimal adalah 100. Negara di peringkat teratas adalah Denmark, Finlandia, 

Swedia, Selandia Baru, Belanda, dan Norwegia. Sedangkan negara dengan 

peringkat terbawah adalah Sudan Selatan, Sudan, Afganistan, Korea Utara, dan 

Somalia Direktur Program Transparency International Indonesia, Ilham Saenong, 

saat mengumumkan hasil riset mereka di Hotel Le Meridien.Adapun Indonesia 

menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua 

poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Ilham mengatakan, 

peningkatan CPI Indonesia ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang 

                                                 
12Ibid.hal 1 
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meningkat dan juga pencegahan korupsi yang dinilai efektif, peringkat pada 

negara-negara tersebut merupakan gambaran terhadap daya tahan dan upaya 

pemerintah masing-masing beserta masyarakatnya dalam menekan korupsi. Skor 

rata-rata tahun ini adalah 43. Artinya skor Indonesia masih di bawah rata-rata skor 

persepsi dunia.  

Di Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura, Malaysia, dan 

Thailand. Adapun CPI adalah indeks gabungan yang mengacu pada persepsi. 

Sumber dari CPI  antara lain World Economic Forum 2015 dan Bertelsmann 

Fundation Index. CPI menggambarkan persepsi korupsi atas penyalahgunaan 

wewenang untuk kepentingan pribadi yang mencakup sektor publik, administrasi 

pemerintahan, dan politik. Namun, kata Ilham, CPI bukanlah instrumen yang bisa 

mengukur korupsi secara nyata karena penilaian ini hanya sebatas persepsi. 

Menurut dia, korupsi secara absolut tidak mungkin dapat diukur karena dilakukan 

terselut13. 

Strategi Nasioanal pencegahan korupsi yang di atur dalam PP No 5 Tahun 

2015 huruf a dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan 

korupsi dan sejalan dengan komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, dipandang perlu 

menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 

Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan huruf b. 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 

                                                 
13Bagus Prasetiyo. (2016) Daftar Peringkat Korupsi Di Dunia Dan Indonesia, Jakarta Diakses 

pada tanggal 12 Juni 2016 dari 
https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-
korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa 
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2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dimaksudkan sebagai acuan 

langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk 

memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas 

dari praktik korupsi. 

Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 PP No 55 Tahun 2012 Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan 

Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang selanjutnya disebut Stranas PPK adalah 

dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas 

pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan 

jangka menengah tahun 2012- 2014, serta peranti anti korupsi.14Untuk 

menjalankan legitimasi PP No 55 Tahun 2012 Komisi Pemberantasan Korupsi ( 

KPK ) membentuk sebuah bidang kusus dalam pencegahan korupsi yaitu Deputi 

Bidang Pencegahan Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia atau 

cukup disebut Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 

unit eselon I di Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas 

menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

pencegahan tindak pidana korupsi.  

Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi Bidang Pencegahan dan 

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan 

KPK.15Pemberantasan, Pencegahan, dan Penindakan Korupsi pada hakikatnya 

memerlukan upaya-upaya yang multi disiplin, strategis, komprehensif, dan 

                                                 
14Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 55 Tahun 2012. Diambil pada tanggal 10  

September 2016 dari,  http://www.bphn.go.id/data/documents/12pr055.pdf 
15Ibid.hal 1 
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simultan. Di samping itu, para pelaku korupsi pada umumnya adalah pejabat 

birokrat yang telah mengenyam pendidikan formal dalam berbagai 

tingkatan.Salah satu upaya untuk mencegah tindakan korupsi yang dapat 

berimplikasi mendasar dan jangka panjang adalah dengan melibatkan sektor 

pendidikan formal, melalui kurikulum dan pembelajarannya.Praktis, 

penanggulangan tindak korupsi melalui lembaga pendidikan dinilai sangat 

strategis, karena terkait dengan pembentukan kesadaran dan karakter peserta didik 

sejak dini. 

B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perspektif Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

terhadap pendidikan Anti-Korupsi dalam pencegahan korupsi di Negara 

Republik Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui perspektif Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) terhadap Pendidikan Anti-Korupsi dalam pencegahan korupsi di 

Republik Indonesia? 
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